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PENETAPAN
Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Mdo

~r

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama persidangan majelis hakim telah

aga | Kecamatan

Utara, sebagai

pendidikan SD,
[Jesa Maen Jaga |

Minahasa Utara,

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 05 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Majene pada tanggal 25 Maret 2019 dengan register perkara Nomor
40/Pdt.P/2019/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa pada tanggal 16-05-1979 para Pemohon telah

melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Maen, dengan
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wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon Il bernama
Lihawa Pulumodoyo dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100,-
dibayar tunai, dan yang menjadi munakih/Penghulu adalah Abdul Samad
serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Dahlan Pamatua dan Rusli
Ibrahim;

2. Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il belum tercatat pada

Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon | berstatus jejaka

5.2.

5.3.

5.4. Tazk
6 Bahwa bukti pernikahan
tersebut untuk d)engurusan segala

7. Bahwa an Neforn—croir Pemot Idak ada hubungan

Pemohon Il beragama |
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan

sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang
No.3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Maka para
Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini
kepada KUA Kecamatan Likupang untuk dicatat dalam daftar yang

disediakan;
9. Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara sebab

termasuk keluarga kurang mampu/miskin sebagaimana tersebut dalam
Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa Maen dengan Nomor:
102/SKTM/DM/2012/11/2019 tertanggal 20 Februari 2019;
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Manado memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan
penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Dahlan Bimbing) dan

Pemohon Il (Salbia Pulumodoyo) yang dilangsungkan pada tanggal 16-

05-1979 di desa Maen Kecamatag pang Timur Kabupaten Minahasa

Utara
3. Membebaskan biaya/g
SUBSIDAIR:

- Fotokopi Kartu™g ; f luarkan oleh Kepala
Dinas Kependuduk abupaten Majene pada
tanggal ..., bermeterai kup,—telat dicap pos (nazegelen), telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;
Bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan saksi-saksi

di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. RUSLI IBRAHIM, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan
PETANI, bertempat tinggal di DESA MAEN KECAMATAN LIKUPANG
TIMUR KABUPATEN MINAHASA UTARA, dan

2. NASIR ANGGALEDA, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan ...,
pekerjaan PETANI, bertempat tinggal di DESA MAEN KECAMATAN

LIKUPANG TIMUR KABUPATEN MINHASA UTARA, di bawah sumpah
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saksi-saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan

dalil Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon
menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak

mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

Menimbang, b . il a p onan para pemohon

adalah sebagaimal

Menimbang,
permohonan itsba

melangsungkan pg

upaten Minahasa

Utara, pada 16 Mei dEnes NG g bernama Lihawa

saksi masing-masing bernama Dahlan Pamatua dan Rusli Ibrahim, namun
Pemohon | dengan Pemohon Il tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah
karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon |
dengan Pemohon Il sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk

penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para
pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas
nama pemohon | sebagai kepala keluarga dan pemohon Il sebagai ibu
rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta

autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (hazegelen), dan cocok dengan
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aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil
dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti
bahwa pemohon | dengan pemohon Il selama ini telah diakui secara
administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah
tangga di mana pemohon | sebagai kepala keluarga dan pemohon Il sebagai
ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para pemghgn.juga telah mengajukan saksi-saksi

dalil-dalil permohong
diterimanya kesaKkSicai™p Lperse ‘ galelis hakim menilai
kesaksian terseb
untuk menguatkal

Menimbang, Y9&tti arafflemohon dan para
saksi telah ditemukg

- Bahwa telah 1€ 0 3 el dengan pemohon Il

bernama Abdul Samad, dengan maskawin berupa berupa uang sebesar
Rp.100,- dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-
masing bernama Dahlan Pamatua dan Rusli Ibrahim;

- Bahwa sebelum menikah pemohon | berstatus bujang dan pemohon II
berstatus gadis;

- Bahwa antara pemohon | dan pemohon Il tidak ada hubungan
keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan
pemohon | dengan pemohon II;

- Bahwa itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta

nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata
bahwa pernikahan pemohon | dengan pemohon Il telah sesuai ketentuan
Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum
Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon
tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang
Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,

maka permohonan para pemohggesdersebut patut dikabulkan dengan

2014;

Memperhatike > i [ > g-undangan yang

berlaku dan huku

1.
2. . =P eLKa @fitara pemohon | Dahlan
Bimbing dengan pemohOn=i=Salbiz flumodoyo yang dilaksanakan

pada 16 Mei 1979 di Desa Maen Jaga | Kecamatan Likupang Timur
Kabupaten Minahasa Utara;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 Masehi
bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriah oleh kami Drs.
Burhanudin Mokodompit sebagai ketua majelis, Drs. Satrio A. M. Karim dan
Masyrifah Abasi, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan

mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
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ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh
Ulfah Jaba, S.Ag sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para

Pemohon.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Drs. Satrio A. M. Karim Drs. Burhanudin Mokodompit

Pengganti,

dba, S.Ag

Perincian biaya :
Pendaftaran
ATK Perkara
Panggilan
Redaksi
Meterai
Jumlah :Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah).
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